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P-embahasan skripsi ini adalah pada dasamya menganalisa tentang peranan 
yang diberikan oleh aparat penyidik kepolisian dalam hal proses pemeriksaan kepada 
seseorang yang dituduh melakukan pencurian yang diikuti dengan tindak pidana 
kekerasan. 

Untuk membahas hal tersebut maka diajukan permasalahan Bagaimana 
kriteria kejahatan dengan kekerasan terbadap pencurian berdasa.rkan pasal 365 
KUHP, Bagaimana pengaturan dan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan 
kekerasan pada dasamya didasarkan kepada ketentuan yang diatur di dalam KUH 
Pidana, Bagaimana peranan polri dalam penanggulangan pencurian dengan 
kekerasan. 

Dalam melakukan pembahasan maka dilakukan penelitian secara 
kepustakaan dan penelitian lapangan . 

Setelah dilakukan penelitian maka diketahui Pencurian kendaraan bermotor 
ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, dimana pengaduan dapat diajukan 
oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan itu dapat dicabut apabila adariya hal-hal 
yang baru yang ditemui dalam perkara tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah 
pihak yang dirugikan. Dikatakan dalam delik aduan yang relatif, karena dapat juga 
pencurian kendaraan bermotor ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian meskipun 
tidak ada pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu seperti tertangkap tangan. 
Kepolisian adalah instansi negara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan umum 
dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan perincian tugas 
pokok sebagai berikut : Sebagai penegak hukum, Sebagai pengayom, Dan sebagai 
pembimbing masyarakat. Pencurian kendarawaan bennotor dewasa ini mengalami 
pertumbuhan dan perkembangannya berciri mpi, mempunyai semacam birokrasi 
sendiri, resisten terbadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan 
sedemikian rupa sehingga berj angkauan luas ditambah dengan suatu kualitas tinggi 
untuk menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cam. Adapun 
upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas pencurian 
kendaraan bermotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada tindakan dengan 
menggunakan metode preventif fan metode reformatif. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1 

Pada umumnya manusia itu dilahirkan kedunia ini adalah seorang diri, namun 

karena manusia itu tidak akan hidup tersendiri dan membutuhkan orang lain maka 

terjadilah sekelompok manusia yang hidup yang dalam suatu tempat tertentu. Dari 

~ ~ suatu tempat tertentu itu akan menimbulkan betbagai ragam anggota masyaraka'iy aiig 

terdiri dari berbagai macam karakter. 

Dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat itu tentu saja membutuhkan 

segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhari hidupnya. Dengan adanya aneka ragam 

kebutuhan tersebut terjadilah problema-problema yang harus dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari, sebab sesuatu yang dibutuhkan sangat minim jumlahnya hila 

dibandingkan dengan banyaknya orang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka 

dengan cara tersendiri dari masing-masing pihak tentu berusaha untuk mendapatkan 

apa yang inginkan tersebut. 

Apabila uraian di atas kita hubungankan dengan keadaan dewasa ini dimana 

turunnya nilai Rupiah diperbandingkan Dollar Amerika. Keadaan tersebut berakibat 

kepada melonjaknya nilai barang ekspor sehingga tingkat beli masyarakat menjadi 

berkurang. Selain semakin tingginya harga barang-barang eksport nilai Rupiah juga 

tidak berarti. 

Keadaan yang sedemikian juga memberikan akibat semakin langkanya 

lowongan pekerjaan, sementara itu disisi lain kebutuban masyarakat baik itu dalam 
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ukuran keluarga maupun individu juga semakin menirigkat, sehiligga akibat yang lebih 

jauh lagi adalah semakin meningkatnya angka kejahatan, khususnya pencurian dengan 

kekerasan. 

Akibat yang langsung teijadi dari semakin nieniiigkatriya pehciliHili derigan 

kekerasan ini adalah selain kerugian secara material kepada korban pencurian tersebut 

juga semakin banyaknya beban keija instansi terkait yang salah satunya adalah pihak 

kepolisian ini ulltuk mengungkapkah kastis pencurian derigan kekerasan ini. 

Pasal 362 KUH Pidana berbunyi : Barang siapa mengambil suatu barang, 

yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum 

karena pencurian, dengan hukunian penjara selarila-larilaiiya liriui tilitiri atau denda 

sebanyak-banyak Rp. 900. 

Meskipun pada kenyataannya banyak kasus-kasus pencurian dengan 

kekenlrasan, tetapi pada kenyataaimya angka pencurian derigan kekerasan ini bukan 

berkurang, bahkan semakin bertambah. Untuk hal yang demikian maka keberadaan 

kepolisian sebagai penyidik utama dalam kasus-kasus tindak pidana termasuk halnya 

pencurian dibutuhkan peranan yang lebih konkrit dan efektif sehirigga meskipun tidak 

dapat menghilangkan sama sekali tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini tetapi 

paling tidak menguranginya. 

A. Pengertiiln dan Peneg&san Judul 

Dalam rangka penulisan karya ilmiah pada umumnya dan skripsi pada 

khususnya, sebelum pertulis maslik kepada pokok mated, ada baiknya diberikan 
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penegasan dan pengertian judw terlebih dahulu. Dalam hal irii judill yang dibahaS 

adalah " Peranan Polri Sebagai Penyidik Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka 

Pencurian Dengan Kekerasan", maka dalam tulisan ini dapat penulis jabarkan sebagai 

berikut: 

"Peranan" terdiri dari kata dasar" peran" dan akhiran" an". 

Peranan berarti pemain, ak:hiran " an " mengartikannya sebagai apa yang dimainkan. 

Jadi ''peranan" berarti pelaku-atau pemain yang memainkan sesuatu.1 

" Polri " adalah singkatan dari Polisi Republik Indonesia. 

"Sebagai" diartikan peranan atau buat. 

"P-enyidik'' adalah pejabat pblisi negara Republik Iridoriesia d8.h pejabat pegawai 

negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ".2 

"Dalam", mempunyai banyak arti, tetapi pada tulisan ini penulis maksudkan sebagai 

" Proses Pemeriksaan " adalah sebuah kata kerja yang berkisar pada bidang pekerjaan 

memeriksa atau melakukan pemeriksaan 

" Tersangka" adalah seseorang yang disangkakan melakukan kejahatan. 3 

" Pencurian " adalah mengambil barang atau yang berwujud benda kepunyaan orang 

lain untuk dinikmati secara melawan hukum ".4 

bal. 735. 

791. 

1 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakartam 2005, 

2 J.C.T. Simorangkir, DKK, Kamus Hulcum, Aksara Baru, Jakarta, 2003, bal. 141. 
~ Ibid, bal. 43. 
4 Van Parmady, Kamus Hulcum (Belanda- Indonesia, CV. Aneka Ilmu, Semarang, 2002, hal. 
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"Dengan Kekerasan" yhltu adanya unsur yang mengakibatkah ltika at:au fuatinya 

seseorang korban pencurian. 

Dengan demikian dapatlah penulis jabarkan bahwa penulisan skripsi ini pada 

dasarnya menganalisa tentang peranan yang diberikan oleh aparat periyidik kejlolisian 

dalam hal proses pemeriksaan kepada seseorang yang dituduh melakukan pencurian 

yang diikuti dengan tindak pidana kekerasan. 

B. Aiasan Pemililiaii Jiidut 

Seperti diketahui bersama, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh anggota 

masyatakat itu untuk inencapai kepentingalitiya, ada yang sama ada pula yang 

berbeda-beda, sehingga dengan demikian terciptalah aktivitas-aktivitas yang ada 

kalanya bertentangan antara satu dengan yang lain. Dengan adanya pertentangan

pertentangai1 ter5ebut, sudah barang tentu IIlenimbulkait kekaoauan. da:Iam IIlasyimlkat, 

terutama jika dalam masyarakat tersebut tidak ada suatu kekuasaan, yaitu suatu tata 

tertib yang dapat menyeimbangkan usaha-usaha yang dilakukan untuk memenuhi 

keperttingan yang berteritangan tersebut. Uiltuk itulah diadaldui pemttinili. Di.iriana 

keberadaan peraturan tersebut sangat dibutuhkan di dalam mengatur tingkah laku 

masyarakat. 

Apabila telah teijadi stiatU tirtdak pidarta di tertgah-tetigah masyatakat maka 

instansi yang berwajib akan memproses tindak pidana tersebut, sehingga dengan 

demikian si pelaku yang terbukti melakukan perbuatan pidana tersebut akan diminta 

pertartggung jawabannya. Selain tatanan keija urttuk mettiproses suatu perbuatari 
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pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat niaka kepada kepolisian yang 

menjadi tonggak utama dalam memberikan perlindungan dan pengayoman kepada 

masyarakat, maka kepada kepolisian juga dibebankan tindakan-tindakan agar 

keamanan di data.m niasyarakat teijadi, termastik halnya keamaiian kepeiriilikan atas 

kendaraan bermotor masyarakat. 

Yang menarik dan sekaligus dijadikan alasan pemilihan judul dalam 

penelitian ini adalah unttik meli.bat aktivitaS-aktivitas yarig dilaktikan oleh j)enyidik 

kepolisian di wilayah sektor hukum Kepolisian dalam meungkapkan kasus pencurian 

dengan kekerasan termasuk halnya langkah-langkah antisipasi serta tatanan kelja yang 

dilakukan. 

c. Permasatahan 

Ada beberapa permasalahan yang menjadi pokok dalam penulisan skripsi ini, 

iiiaka untuk mengungkapkannya pemilis perlu lebili dahillti menimuskah dengan jelas 

masalah yang akan dikaji. Adapun masalah yang menjadi titik tolak. dalam 

pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimarla kriteria kejahatan derigan kekerasan tei:badap perioiliian berdasarkan 

pasal 365 KUHP? 

2. Bagaimana pengaturan dan sanksi terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan 

pada daSamya didaSarkan kepada keterituan yang diatm di dalam KUH Pidana? 

3. Bagaimana peranan polri dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan? 
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D. Hipotesa 

Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi 

betdasarkari datil yang telah ada yairu kemungkillan ja.Ian yang hatus ditemplih sebagai 

langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan 

kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya. 

Hipotesa adalah merilpakarijawaban sementata dari suatu penelitian, maka harus 
diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu 
merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan 
oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu 
bisa saja terjadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu 
temyata terjadi tidak: demikian setelah diadakan penelitian- penelitian, bahkan 
mungkin saja yang temyata kebalikannya. Oleh sebab itU hipotesa tersebut bisa 
dikukuhkan dan bisa digugurkan. 5 

Sehubungan dengan pentiasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka 

penulis mengemukakan hipotesa sebagai berikut : 

1. Kriteria kejahatan dengan kekerasan terhadap pencurian berdasarkan pasal 365 

KUJIP adalah bahwa penotirian tersebut didahului oleh kekekerasan atau ancaman 

kekerasan terhadap seseorang, pencurian tersebut selanjutnya diikuti dengan 

kekerasan terhadap seseorang . 

2. P-engaturan dan sanksi terhadap pelaku pencurian dertgan kekerasan pada dasarnya 

didasarkan kepada ketentuan yang diatur di dalam KUH Pidana, dimana hukuman 

yang diancamkan kepada pelaku pencurian tersebut selain melakukan perbuatan 

pidana pencurian, pelaku j\lga diaricam kareha melak\lkan kekerasan terhadap 

5 Abdul Muis, Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hui.um, Fak. Hukum USU, 
Medan, 1990, hal. 3. 
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pemilik harta benda yang dicurinya, baik itti kekerasari yang rilerigakibatkan 

seseorang luka berat atau mati. 

3. Peranan polri dalam penanggulangan pencurian dengan kekerasan adalah melalui 

tindakan-tindakan benipa memberituk kerjasama deiigBh iriasyariikat serta 

melakukan tindakan-tindakan berupa penegakan hukwn terhadap pelaku pencurian 

dengan kekerasari. Sedangkan peranan lainnya adalah memberikan suatu kondisi 

bagi masyarakat bahwa kepolisian tidak akart pandarig billu cllilam hal periegakan 

hukum termasuk konsekuensi apabila ada anggota masyarakat yang melakukan 

pencurian dengan kekerasan. 

E. Tujiian Pembaliasan 

Tujuan penulis dalam membahas permasalahan tulisan atau skripsi ini adalah 

sebagai berikt.it : 

1. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. 

2. Memberikan sumbangan periiildriui bagi Jriasyarakat/pembaoa ttilisaii irii 

khususnya bagi bagi pihak penyidik tentang pelaksanaan penyidikan di bidang 

pencurian dengan kekerasan ini. 

J. Di samping itU peritilis mengharapkan agar skripsi i.iii mettjadi stunbangan 

pemikiran terhadap instansi yang terkait terutama pihak kepolisian di dalam 

mengantisipasi dan mengungkapkan pencurian dengan kekerasan. 
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F. MmKle Pen~iiipilliin Data 

Dari penyempumaan penyusunan skripsi ini, sangat diperlukan data-data yang 

lengkap sebagai petbandirigan dari mampu menduldmg Betta melengkapi suatii 8iililisa 

yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini antara lain dipergunakan : 

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Pcmelitian kepbstakaan (libntry Reseatch) yait\1 penelitian yang masih berSifat 

teoritis yang diperoleh melalui buku-buku, modul diktat-diktat;~upun 

pengetahuan umum yang relevan denganjudul pernta'salahan. 

2. Penelitian Lapiliigan (Field Research). 

Penelitian Lapangan (Field Research) yait\1 penelitian yang langsung dilakukan 

dalam praktek di lapangan yaitu di Kepolisian dengan,.;~a-..r~~mpelajari kasus 
' 

yang berhubungan dengan pembahasail di atas. 

G. Sistematikii Peiiillisan 

Dalam penyusunan skripsi ini, perencanaan penulisan dilakukan sebagai 

betikut: 

Bah I. PENDAHULUAN 

Dalam bab yang pertiutia irii akan diuraikan teiitaiig : Perigertian dati 

Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Pennasalahan, Hipotesa, 

Tujuan Pembahasan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika 

Peritilisan. 



Chandra Bonaprarty Sipahutar - Peranan Polri sebagai Penyidik dalam Proses Pemeriksaan tersangka...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dab II. 

Dab III. 

BabiV. 

BabV. 

9 

TINJAUAN UNnnd ~NGENM PENC~ DENGAN 

KEKERASAN 

Dalam bab yang kedua irii &kart diuraikan tentartg : Pertgettian Penourian, 

Jenis-Jenis Pencurian, Pencurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidana serta 

Pencurian Dengan Kekerasan. 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI. 

Dalam bab yang ketiga irii akan, diuraikan pula tentang : Pengertian 

Penyidik Polri, Hak dan Kewajiban Penyidik, Sistem pemeriksaan ~ada 

Tin.gkat penyidikari, Pehyidik Polri Sebagai Koordinator dan perigawas 

Dalam Penyidikan. 

KETENTUAN PIDANA DAN PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA 

MENGENAI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN. 

Dalam bah irii akan diuraikan tentang : Proses penyidikan Pencurian 

Deilgan Kekemsan, lla5il PemerikSari pencurian Derigan Kekeras&n, 

Kendala·Kendala Yang Dihadapi Penyid.ik Polri Dalam Mengungkapkan 

Pencurian Dengan Kekerasan serta Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Perictiiian Dengan Keker&san 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalain ba.gian aldili peritllisan skripsi irii aidui diberikan kesittiptilan dan 

saran-saran. 
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DAB II 

TINJAUAN UMUM 1\fENGENAI PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam 

beberapa pasal diantaranya PaSal J62 KUH Pidarla. Pasak J62 KUR Pidaria oorbunyi : 

Barang siapa mengamtiit-· suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki 

barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman peqjara ,. 

selaina-larilanya lilita tahllli tiiu derida sebanyak-banyak Rp. 900. 

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUH pidana tersebut dapat kita lihat unsur-

unsumya sebagai berikut : 

1. merigambil barang 

2. Yang diambil harus sesuatu barang 

3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan ni&ksud lltittik merililiki barang itu 

dengan melawan hukum (melawan hak). 6 

ad 1. Perbuatan merigambil 

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil 

barang. Kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada 

6 R Soesilo, Kltllb Undang-Undang Hukum Pit/ana &rta Penjelasannya, Politeia, Bogor, 
2004, bal. 249. 



Chandra Bonaprarty Sipahutar - Peranan Polri sebagai Penyidik dalam Proses Pemeriksaan tersangka...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

11 

menggerakkan tangan dan jari~jari memegang bararignya, dati merigalilikannya 

ke tempat lain. 

Sudah lazim masuk istilah pencurian apabila orang mencuri barang cair, seperti 

riiisalnya bier dengan membtika suatu kriiit iliittik ititiligalitkEiiiliya ke dalatri 

botol yang ditempatkan di bawah kran itu, bahkan tenaga listrik sekarang 

dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat. 7 

Bertlrti betdsarkari uraian tersebut dapat kita ketiilitii baliwa perbuatan 

mengambil itu hanyalah apabila barang tersebut diambil oleh orang yang tidak 

berhak terhadap barang tersebut. 

ad. 2. Yang diambil fuiliiS seSiliilii tiatang 

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan 

kekayan si korban, maka barang yang diambil haruslah berharga Harga ini 

tidak selalu bersifat ekohomis. Yang diniakSudkah bettipa batang itii teritu saja 

barang yang dapat dinikmati oleh orang yang membutuhkannya 

ad. 3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain 

Yang dima.ksudka.ti keptiri}'aan oraiig lam dalam hal itii dirliakstidlriili bahwa 

barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan 

orang yang mengambil tersebut 

7 Wiijono Prodjodikoro, Tindak-Tlndak Pidana Tertentu di Indonesill, Eresco, Bandung, 
2006, hal. IS. 
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ad. 4. P-engambilan itu harus dilakukan dengan: makstid urituk tll.entiliki barang itu 

dengan melawan hukum 

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya timbtilnya perbuatan itu haruslah 

berdasarkan adanya keingihan dari si pelaku urituk meriiiliki bamng tersebut 

dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan htikum dalam 

hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil 

barang orang lain taripa seperigetilhiliui pemiliknya. 

Jadi dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu 

hukum pidana amengatur tentang pencurian ini, ak:an tetapi secara nyata berdasarkan 

pertjelasan tersebut pengertian penctirian dalant hal ini beh.tiil dapat kita lihat secara 

teliti dan jelas. Dan tidak ada menentukan bagaimana yang dikatakan pencurian itu 

akan tetapi pencurian itu diidentikkan dengan perbuatan mengambil, jadi dengan 

demikian pencurian itti dapat kita artikah ialah perbuatan Iriengambil suafu berida atau 

barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan 

orang yang memiliki barang!benda tersebut. 

Jadi dengan demikian jelaslah kita ketahui bahwa adaptiri yarig diinak:sudkari 

dengan pencurian dalam hal ini adalah perbuatan dari seseorang yang mengambil 

baranglbenda kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum. 

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah kita ketahtii mellgeriai pencurian 

tersebut di atas. 
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B. J"ems-JeiiiS Peiiciinan 

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan 

tersebtit dalam perbuatiin kejahatari tediadap ke'k.ayaan-otw:tg. Dalam ht.ik"Wti pidana 

mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya 

pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga 

pasal tersebUt dengan sebutari penctirlan bias&, penourian petiiberatan dan pertoUrian 

ringan. 

Selanjutnya mengenai jenis-jenis pencwian tersebut apabila kita meljhat 

dalain Kitab Uridang-Undmig RtJkiliri Pidana ada beberapa jeilis iiiengenai pencurian 

diantaranya adalah : 

1. pencurian tei'IUll4 

2. Perictirian pada waktU ada kebakarilrt dan sebagainya, 

3. Pencwian pada waktu malam. 

4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama. 

5. Perictirian dengan jalan membongkar, mel'llSak. 

6. Pencurian dengan perkosaan. 

7. Pencwian ringan. 

Sebagainiana peritilis Utai.kan di aw bahwa mengenai penoutian tersebut 

secara garis besamya adalah terdiri dari pencurian biasa, pencurian pemberatan dan 

pencurian ringan. Mengenai ketiga ketentuan pencurian yang penulis maksudkan 

diatur dalam pasai J62, J62, dati J64, J6S. 
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Mengeruu pencurian biasa diatut dalam pasai 363 KUH Pidaii8 difuana 

mengenai ketentuan pasal ini telah penulis uraikan da1am pembahasan sebelumnya. 

• Pasal 363 mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, dimana pasal 363 ini 

ooro\myi sebagm oorikilt: 

- Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena : 

1 e. Pencurian hewan 

2e. Peri.ourian pada wakfu kebakariili, letusan, banjit~ gempa biliiii, genq)a taut, 

letusan gunung api, kapal.karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru 

hara, pemberontakan atau ·kesengsaraan 

Je. Penourian pada waktti maUiln dalam sebuah ruiiiah atati pek.iiriingan yattg 

tertutUp yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan 

setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berbak. 

4e. Penoiliian dilakl.ikan oleh dilll orang betsama-sama atati Iebih. 

Se. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan 

itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, 

memecah atau meiruirijat ata.U dengan jalan nieriiilii kiliici pa!SU, peiintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu. 

Selanjutnya mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUHP dapat kita 

jumJ?Bi dalam ooberapa pasai : 
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P-asal J65 KUII P-idana yang biliiyiriya sebagai berikut : 

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap 

orang, dengan niaksud akan mertyiapkan atau 1llerinidahkan periciliian ifu jika 

tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi 

kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau 

supaya barang yang dictiri ifu tetap ada di tangannya. 

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan : 

1 e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah 

atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di ja.Ian umum 

atau di dalam kereta api atau terem yang sedang berjalan. 

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. 

Je. Jika ditersalah niastik ke tempat melakukan kejahlltan itii derigim jalan 

membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

4e. Jika perbuatan itU meiijadikan ada ohirig meridapatkari hika berat. 

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena 

perbuatan itu ada orang mati. 

( 4) Rukuman mati atau hukumah penjara se\lmtir hidtip atau pehjllhi seinerttata 

selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan 

ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-
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sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diteriuigkail wllarn No. 1 

dan3. 

Jadi dengan deniikian dapatlah kita ketahtii bah\Va dalam hal penc\irian ini 

kita kenai adanya aistilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain 

adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita 

bagaimiuikah yang diinaksudkan dengan pencurlan dengan pembemtlUi tetsebtit ? 

Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal 

pencurian tersebut di atas sebagaimana yang diatur dalam pasal 363 dan 265 KUHP 

tersebtit haruslah disertai deiigan salah satu keadaan sebagai berlkilt : 

1. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam pasal 101 KUH Pidana yaitu semua 

macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena 

hewan nieriipakaii Iriilik seotaiig petahl yang tetpenting. 

2. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetak~ hal ini 

diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang 

semua ribtit dan barang-barang dalam keadaati tidak terjagn, sedartg orang yang 

mempergunakan saat orang lain · mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan 

adalah orang yang rendha budinya 

3. Apabila peiioluian itu dilaktikan pada waktti malam dalam tutnah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya. 

4. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam 

hal ini maka dilil aorang atau lebih itu 5emua harus _bertindak sebagai pembuat atau 

turut melakukan. 
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5. Apabila dalllm pencurian itu pencuri masUkketempat kejatiatilri atiiu ilntuk 

mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan 

melakukan perbuatan dengan cara kekerasan. 8 

Dengan demikian sudah jela5lah kita ketahili bagaliiiarta letiik periiberatan 

dalam pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini 

dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman 

p<>koknya. llal ini dilaktikan adalah karena perbuatall itu sudah Irieriipakai1 gabungari 

perbuatan pidana antara pencurian dengan adanya kekerasan. 

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam 

hal pencuriart ini ada dikenal pencurian dcmgan pemberatan sebagaiinaria yang diatur 

dalam pasal363 KUH Pidana. 

Dan selanjutnya mengenai jenis pencurian yang kita kenai dalam hukum 

pidana ada juga disebut dengah penc\lrian ringan, diinaha Il1engellai perictirian ringan 

ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut : 

- Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 begitu juga apa yang 

diterartgkandalarit pasal J6J, asal saja tidak dilakukah dalam sebwili riifuah atau 

dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang 

dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian 

ringan dengan hukuman selama-laniariya tiga bulaii atiiu dehda sebanyak-

banyaknya Rp. 900. 

8 - - -. - . - . - -·- --- · - ... . .. ··- - - --- · .. . - .. . - ·- -- . - .. - . ·· --- . - -
Zamruui Abidin. Hukum Pidtln11 Dt~lam Skema, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, bal. 68. 
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Ketentuan dalam pasal J64 KUH Pidana ini dinaniakan dengan peiioiliian ririgan, 

dimana hal ini diartikan sebagai berikut : 

• Pencurian biasa asa1 harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250. 

- Pencurian dilakubn oleh dua ortilig atau lebih &sal hatga barimg tidak lebih dari 

Rp. 250. 

• Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan 

memoongkar, memeoali dan sebagainya. ' .dn ... · 

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam k;UH 

Pidana diatur dalam pasal 364 dalam KUHP. Selanjutnya mengenai pencuriah ini 

sela.iii hal tersebut di atas jeilis-jetiis pencuiian ii1i masih ada lagi kita kerial dengan 

istilah pencurian dalam kalangan keluarga sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. 

c. Pelicurian Sebagai Suatu Perbuatan Pidail.a 

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian 

dasar dalarii ilmu hukutn pidarta, sebagai istilah yang dibentuk deligan kesadariili 

dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana 

merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam 

Iapangan htiktiiii pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian 

yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 

dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam 

pengertian hukuin telah menjadi istilah dalarrt kehidupan masyiirakat, atau sebalikriya 

istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi 
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istilah dalam pengertian h~ misalhya istilah pe:rOObaan sengaja d8n lain 

sebagainya. Sebelwn menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai 

pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan 

'' '-I;.;~ . · · · · . . . . \,;;.; ' ' "'' ka . ' . 
plu~ua yang ~rane ragam. 

Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana ( di dalam 

Undang-Undang Darurat 1951 No. 1 ), peristiwa pidana ( di dalam Konstitusi RIS 

riiaupurt Undang-Undang Dasat Seinentara Tahun 1950), dan tihdak pidaria sebagai 

istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, 

korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai 

iStilah pelanggaran pidana, petbuatan yang ooleh dihtikuiri, perkaia htiktuiian perdata 

dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal 

dengan istilah delik. 

Maksud diadakannya istilah petbuatan pidaha, peristiwa tirtd&k pidaria dan 

sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing strafbaar feit. 

Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah strafbaar feit 

itu, dimakSudkan untuk mengalihkan makil.a dari pengerti8iulya juga. Oleh karena 

sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belwn dengan jelas dan terperinci 

menerangkan pengambil alihan pengertiannya istil~ di samping sekedar 

tnengalihkan bahasahya, hal ini yang merupabri pokok pangkal peihedaan 

pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak 

menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai 

perbedaan jauh seperti ahtara bumi dan larigit. Apakah terjadinya pei:bedaah istilah itt:i 
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membawa kibat pula berbedanya peilgertiari h1.lktiin yang teitiilidiliig di diil.Wniiya. 

Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang 

berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, sepertii misalnya antara staf dan 

niaatregel, adalah berbeida, sedarigkan anwa beveiligiiigstliaatregel dari maati'egel 

adalah sama, mekipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana. 

Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang 

menritljllkkah peilgertiari petbuatiili inelariggar rioifua de1lgan riieiidapat reaksi 

masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ' 

kejahatan " menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampau luas 

karena mencakup semua perbuatan tercela atilu tidak stlsila Kejabailiil dalam arti 

hukum yang dipakai sehari-hari oleh' masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan 

pi dana. 

Apakah isi pengertiari dari perbuatan pidaria itu sama deiigan sttafbaar feit ? 

Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari 

strafbaar feit, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para 

sarjana hukum. 

Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada 

upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada : 

Bahwa jika nienghadapi suatu k8ta fuajeiiiiik pei'buatilil pi~ pokok peiigertian 
harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai 
orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan 
tidak disebut disitu, sekaiipun harus diairui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa 
antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak 
mungkin dipisah-pisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar 
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larangan tersebut. Dengan deriiikian p<>kok peiigeman tetap pacta peitiuatari, kata 
yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan 
perbuatan tadi sunp-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar ati 
perbuatan pidana. 

Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain 

adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti strafbaar feit 

dalarn deflilisi nierill:iut hUktiiri positif atati definisi peridek. Bagi VOS memandang 

defmisi strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh 
-' .~~ 

peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan 

imcaman pidana. Terhadap apa yang diriiakstid derigan sttatbaar feit, ailiilah sebagai 

feit yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat 

dihukum atau feit yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. 

Jadi apabila rumUsari sfuitbaar feit dari Simons diperbandirigkan dengan 

Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai 

pandangan klasik atau tradisional, sedangkan pompe menganut pandangan baru yang 

telah berkembarig. Namun dapat ptila dikatakan pandangan Simons masih mempUriyai 

arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana. 

Konsekwensi dari rumusan strafbaar fait menurut pandangan Pompe, Jonkers 

dan Vos mili disifu telah tlliiibtih peinikini.ri barn bahwa petlti adartya periliSahan 

antara de strafbaarheit van het feit dan de stratbaarheid van de dader. Dengan kata lain 

tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan 

9 Bambang Poemomo, Asas-asas Hukum Pldtllla, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, 
bal. 51. 
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anciunan pidana dan orang yarig lllelangg&r larangan yarig dapat dipidaria, yaitri di satu 

pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan. 

Dari· uraian di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tentang perbuatan 

pidaha dilllarta periciliian teimastik saHili saturiya dati pettiililtari pidana karena 

dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian secara material bagi pihak 

yang dicuri bendanya. 

D. Peiiciiiiaii Setiiipi SiiiitU Delik ACluilli 

Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dcitgan 

sebtitari de1ik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidarui itu ditumuskan 

dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut : 

1. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu 

sendiri. 

2. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari 

peristiwa pidana. 

J. Merupakail gabtriigan antata unsur-unStit dengan kwalifikasijtirldis. 

Dilllana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa 

pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si 

pembuat dati juga iliiSut ymg bersifat objektif yaitu unsut yattg terdapat pada dirl si 

pembuat itu sendiri. 

Iadi dengan demikian kembali kita kepada masalah delik aduan tersebut 

5ebeliliri iiietiioali.85 de1ik aauan. seoara tersendiri. 



Chandra Bonaprarty Sipahutar - Peranan Polri sebagai Penyidik dalam Proses Pemeriksaan tersangka...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 12/7/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)12/7/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

23 

KUII Pidana tidak ada menentukan apa yahg diitiakSud deiigiiri delik ad~ 

akana tetapi apabila kita melihat penjelasan pasal 367 KUH Pidana dimana pasal ini 

menentukan bahwa pencurian adalah merupakan delik aduan, yang maksudnya 

penuntutari dalalil perkam ini teijadi apabila adariya peiigadiliiil dati pihak yang 

dirugikan, sedangkan selanjutnya mengenai cara melakukan pengaduannya secara 

jelas diatur dalam pasal 72 ayat (1) KUH Pidana yaitu : 

1. Anak-anak di bawah uintit 16 tilihn hila heridak ri:uiligadakah perigaduan hants 

diwakili oleh : 

Wakilnya yang sali dalam perkata yaitu onmg tua atau walitiya. 

Wali pengawas, kalau orang yang harus diadukan itu adalah orang tua atau 

walinya sendiri. 

2. Orarig-Orimg dewasa yang berada di bwah pengampuan hila hendak mertgadakan 

pengaduan harus diwakilkan oleh pengampu atau curatomya yang meneruskan 

penuntutan perkaranya, sedangkan yang dapat menjadi pengadunya ilah isterinya 

atau yang riiasili sekeluarga denganrtya inelahii garis lurus iliatipttii itlenyampitig 

sampai derajat ketiga. 

Selanjutnya perlu diketahui mengenai pengaduan ini undang-undang (KUHP) 

merienttikari jangka waktti tititUk iriengajtikaii petigaduan tethadap petbillltari pidana 

tersebut. Mengenai pengaduan tersebut secara jelas diatur dalam pasal 74 ayat (I) 

dimana batas waktu untuk mengajukan suatu pengaduan terhitung mulai sejak 

pengad\la.D. ooriar-benar iriertgetiiliui dan mengerti akart dudtik persoalan yang 

sebenamya dari perkara yang akan diadukannya tersebut sampai dengan : 
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I. Jangka waktu selama 6 ( enam) bulan, bila perigiidu berdiam di wilayah Iridonesia. 

2. Jangk:a waktu selama 9 (sembilan) bulan bila pengadu berdiam di luar wilayah 

Indonesia (di luar negeri) kecuali pasal293 ayat 3 KUHP yang menetapkan. 

J. Jangka waktu selama antiilii 9 (serilbilan) bulan sampai deiigan 12 bulan, khu~ms 

hagi pengadu yang helurn dewasa untuk mengadukan perhuatan orang lain yang 

telah dewasa terhadap dirinya berdasarkan pertimhangan bahwa : orang yang 

belum dewasa kareria imisih rta-rata teridah perigetiilitianhya teritiilig htikuiri dari 

masih lambat pula daya pikimya, pada umumnya akan ragu-ragu atau untuk 

sementara waktu mula-mula takut untuk mengadukan perkara yang menimpa 

dirinya. Sedangkan rasa takut atau ragu-mgu itil dapat saja tifubill wena ia 

amendapat ancaman dari si pelaku hila sekiranya ia mengadukan perhuatan si 

pelaku itu kepada orang lain. Akibatnya hila yang menjadi korban itu adalah 

orang-orang yang belum dewasa 10 

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara umum telah dapat kita 

ketahui bagaimana kira-kira gamharan tentang delik aduan itu. Akan tetapi untuk 

memperjelas pembahasan irti maka penulis akan memberilaili kesiriiptilan atau definisi 

secara defep.itif mengenai arti dari delik terse hut. 

Menurut Satochi Kartanegara delik aduan itu adalah suatu delik yang 

perk8rariya barn dapat dituiittit bila telah ailiiriya perigadiliili dati pihak yang 

berkepentingan atau penuntutan tersebut, tanpa adanya pengaduan m.aka delik tersehut 

10 A. Ridwan Halim, Tanya Jawab Hukuin Pidliiia, Gh.alia Iridoriesi8, Jabrfu, 2002, hal. 158 
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tidak dapat dituntut perkaranya. 11 
· 

Dengan demikian maka jelaslah sudah kita ketahui mengenai pengertian delik 

aduan tersebut. Demikian juga halnya dalam bidang pencurian ini maka apabila 

korban pencurian tidak mengadakan pengadWui kepada pililik yang berweriaiig maka 

tindakan hukum tentu tidak dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal 

membongkar tindakan pencurian tersebut. Maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa 

pencurian kendaraati bertnotor roda dua tehfuistik delik Bduan. w, ~- "; • 

11 Siitochid Kartanegara. Kumpulan Kuliah Baglan I, Balai lektur Mahasiswii, Jakarta, 2002, 
hal. 88. 
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DAB III 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYIDIK POLRI 

A.. P~ng~man Utiium Tentautg Kepo11sian 

Secara teoritis pengertian mengenai polisi tidak ditem~ tetapi penarikan 

pengertian polisi dapat dilaktikaii dati peilgertian kepoliSWi sebagamana diafut di 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tah11i1~2003 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia yang berbunyi : 

" Kepolisian adalali segala hal ikhwat yang betkaitan dengan fuiigsi daii Iembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan ". 

Dari kutipan atas bunyi pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah 

Iembaga yang menilliki fwigsi dan pelaksanaan mgas sebagaiiriiilia yang diteiitukan 

oleh perundang-undangan. 

Di dalam perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 

Tah\m 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negata ialBh aUtt negam peiiegak hillrum. 

Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 ( 4) a Undang-Undang No. 20 

Tahun 2002 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang

Uridang Raiikam. 

Sebelum berlakunya Undan~-Undang No. 2 Tahun 2003 maka Kepolisian ini 

tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di 

dhlamnya Kepolisian iiiettipakaii bagian dati Arigkatan Lalit, Aiigkatilh Darat, serta 

Angkatan Delara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era refonnasi 
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maka istilah Angkatan Bersenjata Republik: Indonesia.- keiribali kepada asat iritilimya 

yaitu Tentara Nasional Indonesia dan keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah 

dengan angkatan bersenjata lainnya. 

B. Togas wm Weweiiaiig KepoliSian 

Telah dikenal oleh masyarakat luas, terlebih di kalangan Kepolisian bahwa 

ttigas yundis kepolisit=m tettuang di dalam Undaiig-Undartg No. 2 Tlthun 200J tentilng 

Kepolisian Negara Republik: Indonesia dan di dalam Undang-Undang Pertahanan .~ 

Keamanan. Untuk kepentingan pembahasan, ada baik:nya diungkapkan kembali 

pokok-pokok rugas ywidis Polisi yang tetdapat di dalam kedua undang-Widang 

tersebut sebagai berik:ut : 

1. Dalam Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia ( UU No. 2 Tahun 

2003). 

Pasal13 

Kepolisian Negam R.epublik liidonesia oortugas : 

a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib 

hukum, 

b. MelwanakBri togas kepolisian selakti perigayom daliilii inenibenkan 

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegak:nya ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

c. Bersailla-sama dengari segenap kompc)iien kelruatan pertahanan keamanan 

negara lainnya membina. ketenteraman masyarakat dalam wilayah negara guna 
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meWUjudkah keamanan dan ketembiili masyatakat. 

d. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang 

terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud di atas. 

e. Melak:Sahakan tugas lam sesiliil dengan periittiriiil periilidiilig-tiiidangari. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diterangkan di atas maka Kepolisian 

Negara Republik Indonesia : 

'·'- '"'" 8. Melaldtkaii penyelidikari dan peiiyidikan terliadap setiiua tiiidak: pidiilia sesilai t-. .. -·, 

dengan Hukum Acara Pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana ~ 

peraturan perundang-undangan lainnya. 

b. Menyelengg&rakan identifilWi kepolisiaii, kedolctetan kepommm dan 

laboratorium forensik serta psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian. 

c. Memelihahl ketertiban dati menjBriiiii ke8riliinan iliiium. 

d. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan 

hitiup dari gangguan ketertiban dan/tau bencana tennasuk memberikan 

petlind\irigan dan pertolongari dengan meiijtiiijiliig tiiiggi bak asasi iiiiiii\isia. 

e. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, 

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. 

f. Melindungi dan irielayahi kepeiitiiigan watga masyamkiit tiiittik senuintara, 

sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang. 

g. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan 

pehiiidarig-undangan 
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h. Tutut serta dalain pembi.riaan hUktifu nasioilhl dati pehibiiiaari -kesad8ran 

hukum masyarakat. 

i. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat 

kepolisU.ili. khtistis, pen}'idik pegawm riegeri sipil, dati ooriti.ik-oonttik 

pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas. 

j. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah 

Indonesia deiigan koorilinasi iiiStatiSi tedwt se~Wii ,:-dengan peiiili.ihui 

perundang-undangan. 

k. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepoJ.isian 

iriteinasiorial. 

Dalam melakukan ketentuan-ketentuan sebagaimana diterangkan di atas, maka 

Kepolisian Negara mempunyai wewenang untuk : 

a. MelakUkan jxmangkapart, penahBnari, periggeledahan d8ri penyitaan. 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan. 

c. Membawa dal1 menghadapkan otatig kepada periyidik daliilii rangka 

penyidikan. 

d~ Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tarida peiigehal diri. 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperika sebagai tersangka atau saksi. 

g. Mendatangkan otaiig 8lili yang dipetltikari dalam htil>tirig8ririya derigari 
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pemeiiksaan perkara. 

h. Mengadakan penghentian penyidikan. 

1. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. 

j. Memgajttkah permintii8h seoara laiigstirig kepada pejabat iliiigrasi datam 

keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang 

yang disangka melakukan tindak pidana. 

k. Membeiikah petuiijUk iliilitubantillm periyidikah kepaaa pen}ridik pegawai 

negeri sipil serta menerima basil penyidikan pegawai negeri sipil uqtuk 

diserahkan kepada penuntut umum. 

1. Merigadakan tindakan lam mentiriit htikiliri yang bertariggtirig jawab. 

2. Dalam Undang-Undang HANKAM (Undang-Undang No. 20 Tahun 2002). 

Pasal30-(4) 

Kepolisian Negara Reptiblik Iridoriesia bertugas : 

a. Selaku alat negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib 

hokum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan 

negara laiiiliya inembma keteritenmuih iii&syanlkat dalam Wilayah iiegara guna 

mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. 

&. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dalam memberikan 

perlindungan dan pelayanan kepada masyarilkat bagi tegakriya ketentuan 

perundang-undangan. 

e. Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menunjang 

terseleiiggaranya US8lia d8ii kegiatati di ataS. 
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Dalarn kutipan di aw terlihat, bahwa fugas pokok Kepolisian seperti 

ditegaskan di atas adalah sebagai penegak hukum yang memelibara keamanan dalam 

~". 

Tugas pokok terSebut diiiiici lebih luas seoog& beriktit : 

1. Aspek keteitiban dan keamanan umum 

2. Aspek perlindungan terhadap perorangan dan masyarakat (dari 

gangguarilperbUatan melatiggar htilctriiilkej8liatiril dati penylikit-penyakit 

masyarakat dan aliran-aliran kepercayaan yang membahayakan termasuk ~k 

pelayanan masyarakat dengan memberikan perlindungan dan pertolongan. 

4. Aspek penegakan hukum di bidang peradil~ khususnya di bidang penyelidikan 

dan penyidikan. 

Sedaligkan di dalatil Uiidaiig~Uiidaiig RANKAM, peritician wgas pokoknya 

disebutkan : 

2. Sebagai pengayom 

3. Sebagai pembimbing masyarakat 12 

Mengamati tilgas yundis Kepolisian yang dettilldan luas, tetapi luhut dan 

mulia itu, jelas merupakan beban yang sangat berat Terlebih ditegaskan bahwa di 

dalam menjalankan tugasnya itu harus selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat 

12 Barda Nawawi Arief. Beberapa Aspek Kebljaksanaan Penegaklln dan Pengembangan 
Hukum Pldana, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1998, bal. 4. 
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dan hukum Neg~ khususnya dalarii ineliliariakan kewerumgannya di bidang 

penyidikan, ditegaskan pula agar senantiasa mengindahkan norma-norma keaga.maan, 

perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan. Beban tugas yang demikian berat dan 

ideal iru tentunya harus diduktirtg ptila oleh aparat pelwana yang berktiiilitas dan 

berdedikasi tinggi. 

Memperhatikan perincian tugas dan wewenang Kepolisian seperti telah 

dikemtikakan di atas, terliliat bahwa pada iritiriya ada dua ttigas Kepolisian di 

bidang penegakan hukum, yaitu penegakan hukum di bidang peradilan pidana 

(dengan sarana perial), dan penegakan hukum dengan sarana non penal. Tugas 

penegakari htikiliri di bidarig penidilan (derigan samna penal} sebenamya hanya 

merupakan salah satu atau bagian kecil saja dari tugas Kepolisian. Sebagian besar 

tugas Kepolisian justru terletak di luar penegakan hukum pidana (non penal). 

Ttigas Kepolisian di bidiliig pehldilan pidaria hariya tetbataS di bidang 

penyelidikan dan penyidikan. Tugas lainnya tidak secara langsung berkaitan dengan 

penegakan hukum pidana, walaupun memang ada beberapa aspek hukum pidananya. 

Misalnya tugas memelihai'a ketertibari dati keamanan uintiin, mericegah periyakit

penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, perlindungan dan pertolongan kepada 

masyarakat, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat tentunya merupakan 

fugas yang Iebih h.1as daii yang sekadar diliyatakan sebagiii tiridak pidana 

(kejahatan/pelanggaran) menurut ketentuan hukum pidana positif yang berlaku. 

Dengan uraian di atas ingin diungkapkan bahwa tugas dan wewenang 

kepolisian yang lebih berorientasi paaa aspek sosial atau aspek keriiasyarakatiili (yang 
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bersifat pelayartari dan pengabdiiirl) sebei:Uiiriya lebih banyak daripada tugas 

yuridisnya sebagai penegak hukum di bidang peradilan pidana. Dengan demikian 

dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kepolisian sebenamya berperan ganda 

baik sebagai pertegak htiktirrt matipun sebagai pekeija sosiiil tiiittik riieriggirinbarkan 

kedua tugas I peran ganda ini, Kongres PBB ke-5 (mengenai Prevention of Crime and 

The Treatment of Offenders) pemah menggunakan istilah " Service oriented task " 

dan Law enforceriierit duties ". 

c. Kepoliiian Sebagat Penytdik 

Perihal Kepolisian dengan tugas dan wewenangnya ada diatur di dalan;J. 

Uridang-Uridaiig Not 28 Taliilii 1997 teritang kepolisian Negam Reptiblik Iridoriesia. 

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa kepolisian adalah segala 

hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan penmdang

iliidiingan. 

Apabila kita membandingkan keberadaan kepolisian sebagai penyidik 

kejahatan narkotika maka perihal tersebut tidak ada diatur secara jelas di dalam 

Uridarig-Uridartg N<>. 2 Tahtih 200J. Tetapi apabila dilihat seoara iliiiiliri teiitiilig tuga5 

dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2003 kepada polisi 

mak:a dapatlah dimengerti bahwa tugas penyidikan tersebut berada di dalam 

lingktihg8.ri ttigas dati wewerumg kepolisian. 

Hal ini ditemukan pengaturannya dalam pasal 14 ayat (l) huruf a yang 

berbunyi " Melakukan penyelidikan dan penyidikan terbadap semua tindak pidana 
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sesuai dengan Rukum Acara Pidaria dan perilturan pettindarig-tirida.ijgan yang 

berlaku". 

Daii keterangan pasat tetsebtit triaka dapat dipahanii suatu kenyataari bahwa 

tugas-tugas yang diemban oleh polisi sangat komplek dan rumit sekali terutama di 

dalam bertindak sebagai penyidik suatu bentuk kejahatan. 

D. l'eiijridik l'olri Setiagai Koordmatbt dan Pengawas Dillam penyidikan 

Pegawai negeri sipil dalam suatu instansi pemerintah yang telah diangkat oleh 

Mertteri Kehakiriiart sebagai peiiyidik pegawai riegeri sipil, dalam irierijhlankaii tugas 

dan wewenangnya harus berada di bawah koordinasi Kepolisian, sebagaimana telah 

ditegaskan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2001 (KUHAP) dalam pasal 7 ayat 

(2) yang berbunyi : 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai 

wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing

iriasiiig dan dalam pelaksanaan tugasnya betada di bawiili kootdiliasi dari perigawasan 

penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a. 

Dari ketentuan pasal itu berarti pejabat pegawai negeri sipil harus 

meiigadakan htibtiiigart keija dengari periyidik Polii. Sekariilig tiiribtil periilasruahan 

pada kita, hubungan kerja yang bagaimana yang dimaksud disini. 

Bahwa dalam hubungan kelja antara penyidik Polri dengan pejabat pegawai 

riegeri sipil yang diatur dalam Uridang-Uildatig No. 8 Tahun 2001 irii adabili nieliputi 

pelaksanaan koordinasi, pengawasan, pemberian petunjuk dan pemberian bantuan 
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penyidikan dati penyidik kepada penyidik pegawai negeti sipil adaliih did8Sai'kari pada 

sendi-sendi hubungan fungsional. 13 

Bahwa apa yang dimaksudkan dengan hubungan kerja antara penyidik Polri 

dengan penfidik pegaWai negeii sipil adalali htibiliigan keija fiirigsioiihl iilituk 

mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam melaksanakan tugas, 

ftmgsi dan penman Polri dengan instansi pemerintah lainnya dalam rangka 

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan demi kelancaran pelaksanaan 

hubungan di atas, maka oleh Departemen Pertahanan Keamanan Marakas Besar 

Kepolisiah Reptiblik. fudoriesia tebih merigeluatkan petiliijtik tekiiis No. Pol : 

Juknis/OSIXI/2003 tentang hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat 

pegawai negeri sipil, kemud.ian dilanjutkan dengan surat keputusan kepala kepolisian 

Republik hidoriesia No. Pol : SKEP/J691X/2005 tentang mekanisme kootdifuisi dari 

pengawasan pejabat pegawai negeri sipil. 

Baildah dari kedua peraturan -peraturan tersebut kita akan behas pelaksanaan 

hubuhgan ketja antara pen.fidik polri dellgan pejabat pegawm tiegeri sipil yang ailtara 

lain hubungan kerja itu meliputi : 

1. Koordinasi, 

2. Perigawasan, 

3. Pemberian petunjuk, 

13 Riduan Syahrani, Beberapa Hal tmtang Hukum Acara Pldana, Alumni, Bandung, 2003, 
bal. 12. 
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-4. Barifuiiri peil)ridikan, 

5. Bantuan taktis. 

ad. 1. Koordiiiasi 

Koordinasi adalah hubungan kerja antara penyidik Polri dengan pejabat 

pegawBi negeri sipil, dalimi mngka pelakSWiliri periyidikaii . tiridak pidana yang 

menyangkut bidang tertentu, atas dasar hubungan fungsional dengan mengindahkan 

hlrarkhi masing-masing. 

pelaksanaannya ialah : 

a~ Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam keputusan/instruksi bersama, atau 

b. Mengadakan rapat-rapat betkala atati waktu-waktu terteritii yang dipaniliilig pei'lu, 

a tau 

(l , MenunjUk seorang ata.tilebih pejabat-pejabat dati maisng-masitig yang dianggap 

mampu sebagai penghubung, 

d. Menyelenggarakan pendidikan dan latihan dengan penekanan di bidang 

penyidikan. 

aa. l. :Peiigawasan 

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan 

periyidikari pejaba:t pegawai llegeri sipil dalam tangka pelaksanaan penyidildili Urittik 

menjamin agar seluruh kegiatan penyiclikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan 

secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang 
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berlaku. Sehubungan dengan ini, yaitti tentang bagaimariakith benttik/pola perigawasan 

dilakukan oleh penyidik Polri, maka marilah kita lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 

2001 jo petunjuk teknis Nomor Pol : Juknis/OS/XV2003. Adapun bentuk/pola 

perigawasan itti adalah seoogiii berikut : 

a. Pejabat pegawai negeri sipil dalam melaksanakan penyidikan tindak: pidana 

tertentu yang termasuk lingkup bidang tugasnya, maka pejabat penyidik sejak awal 

diterimanya laponln/pengaduari wajib memooritaliUkan kepada peii:fidik P-olri 

(pasal 107 ayat (2) KUHAP). 

b. Dalam hal tindak pidana yang sedang dilakukan oleh penyidikan oleh pen:tidik 

pegawai negeri sipil, diketemukari btikti yang kililt uhttik diajtik.ari kepada penuntut 

umum, maka pejabat pegawai negeri sipil wajib melaporkan (laporan 

perkembangan penyidikan) hal itu kepada penyidik Polri. 

c. Dmam hal tindak pidatia teUili selew disidik oleh pen.:fidik pegawai riegeri sipil, ia 

segera menyerahkan hasil penyidikannya (laporan dan berkas perkara) kepada 

penuntut umum melalui penyidik Polri (pasall07 ayat (3) KUHAP). 

d. Dalam hal peti:fidik pegawai hegeri sipil nieiigb.eritikii.h pehyidik&il, rii8b \Vajib 

segera memberitahukan hal itu kepada penyidik Polri dan penuntut umwn. 

Adapun alasan-alasan penghentian penyidikan adalah : 

a. Tida.k cilldip bukti. 

b. Perkara tersebut bukan tindak: pidana, 

e. Dihentikan demi hukum karena : 

1) terSailgka meninggal diliiia, kecwili terhadap tiridak pidaria terteritii antara tam : 
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tindak pid&Da penyeludupan, tindak pidaria ekonomi dan tiiidak pidiiria koiiipsi. 

2) Kadaluarsa pemmtutannya, 

3) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali, 

4) Perkara pidana tersebtrt teliili diptitiis derigan puttiSan yang tel8h meriipunyai 

kekuatan hukum tetap. 

5) Penyelesaian di luar sidang pengadilan. 

ad. l. Pemtieiian pemnjuk 

Petunjuk adalah tuntutan atau bimbingan teknis penyidikan yang dibedlcan 

oleh periyidik Polii kepada peiiyidik pegawai negeri sipil dalam rarigka pelaksariaan 

penyidikan, bimbingan itu baik teknis maupun taktik. 

Bahwa demi untuk menjamin terselenggaranya koordinasi dan pengawasan 

itu dengan sebaik-baikriya, maka olen penyidik polri memoorikail petiiiijtik-pettinjtlk 

serta diminta atau tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberikan 

bantuan penyidikan yang diperlukan. Adapun dasar daripada pemberian petunjuk ini 

dat)at kita libat dari ketentuiih Uridarig-Undang No.8 Tahun2001. 

Pasal 107 ayat (1) menyebutkan : 

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf a 

memberikail pettiiijtik kepada penyidik tei'Sebtrt dalam pasai 6 ayat (1) htittif b dan 

memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan ". 

Kemudian alebih lanjut dalam penjelasan undang-undang No. 8 Tahun 2001 

dinyatakan : 
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Ayat (1): 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf ~ diminta atau 
tidak diminta berdasarkan tanggung jawabnya wajib memberi.ldm bantuan 
penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) buruf 
b. Untuk: itu penyidik sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) huruf b sejak 
awal wajib memberitahukan tentang penyidikan itu kepada penyidik tersebut 
pada pasal 6 ayat (1) huruf a. 14 

Demikianjuga keterittian da.ri pasal107 ayat (J): 

" Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada pasal 6 .. 
ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan basil penyidikannya kepada penuntut umwn 

melalui penyidik tersebut piida pasal6 ayat (1) huiufa ". 

Di dalam penjelasannya disebutkan : 

" Laporan dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b, 

kepada peri}idik sebagaimana ditriaksud dalaril pasal 6 ayat (1) hmuf a disertai 

dengan berita acara pemeriksaan yang dikirim kepada penuntut umum. 

Demikian juga halnya aapabila perkara pidana itu tidak diserahkan akepada penuntut 

umum ". 

Demikianlah beberapa dasar dan pedoman penyidik Polri dalam rangka 

niemberikan peturijuk-pettinjuk kepada periyidik pegawai negeri sipil dalam 

melaksanakan tugasnya yang pada pokoknya pemberian petunjuk itu meliputi : 

- Taktik dan teknik penyidikan, 

- Taldik dari tekriik j)eriindakan, 

14 Soedjono, Pemerlksaan pendahuluan Menurut KUHAP, Alumni, Bandung, 2003, hal. 21. 
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Tflktik d8ri tekriik peiiieriksaan. 

- Penyelesaian dan penyerahan perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan. 

- Pembinaan administrasi penyidikan dan statistik kriminal. 

ail. 4. Bantiiaii peiiyidi.kan 

Bahwa adakalanya sarana dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik pegawai 

negeri sipil dalam upaya melaktikail penyidika.ti tidaklah selengkap dan se'baik sarana 

dan prsarana yang dimiliki oleh penyidik Polri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya 

melakukan penyidikan, kemungkinan besar mereka harus meminta banfuan 

peiiyidilciiri kepada penyidik Polri, baik baiittiait tektiis mtuipun bailtWttl tilkti:s. Adij)tiri 

bantuan teknis adalah berupa keahlian, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka 

pembuktian yang meliputi identifikasi dan laboratorium kriminal ~ 

a. lderi.tifikasi : 

1) pengolahan basil pemotretan kriminal, 

2) Pengambilan dan pengembangan serta pengolahan sidik jari. 

b. Laboratoriiliti krii:riiiW : 

Pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti yang diketemukan 

meliputi: 

1) Pemeriksaan kifuia kehllldirian, 

2) Pemeriksaan racun kehakiman, 

3) Pemeriksaan fisika kehakiman, 

4) P-emeriksaail balistik kehakiman, 
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5) Pemeriksaan kedokteriili kehakiman. 

6) Pemeriksaan dokwnen kehakiman. 

7) Pemeriksaan uang palsu kehakiman. 

ail. 5. Bintuan TidrtiS. 

Yang dimaksud dengan bantuan teknis, yaitu berupa tenaga dan peralatan 

dalam tango penyidikmi o1eh penyidik polri dalam rttn:gka membanru penYidik 

pegawai negeri sipil di bidang tindak. pidana tertentu sepanjang hal itu memenuhi 

ketentuan undang-undang. 

Bahw bantiliiri tenaga dab peta.Iataii yattg dioorikai:i oleh penYfdik P-olrl 

kepada penyidik pegawai negeri sipil ini dalam ujudnyaa dapat berupa tenaga 

personal, terutama dalam rangka melakukan upaya dan penyitaan. Demikian juga 

bantWlri beriipa petalatan daUmi. rangka nienuiljang stikSesrtya periyidikari, seperti 

misalnya persenjataan, alat transportasi dan lain sebagainya. · 

Jadi demikianlah beberapa bentuk pola pelaksanaan daripada hubungan kerja 

antaril penyidik P-olri deitgan penyidik pegawai negeri sipil dalam taiigka perwujtidall 

koordinasi dan pengawasan dalam proses penyidikan tindak pidana tertentu yang 

dalam hal ini tindak pidana di bidang imigrasi. 

Oleh Stirilt Keputusan kepiila Kepolisian Repub1ik lildoneSia No. P-ol 

SKEP/369/X/2005 diatur mengenai mekanisme pelaksanaan koordinasi dan 

pengawasan penyidik pegawai negeri sipil di bidang pembinaan. Mekanisme tersebut 

ineliputi: 
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ii. Hubungan brja s008ra koordiriatif fungsioiiiil dalam pelaksaiiiUili Bkoordiruisi dan 

peJliawasan, dilaksanakan Iangsung oleh Direktorat Reserse ( cq Subdit Korwas 

PPNS) pada tingkat Mabes Polri serta unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan 

kewilayahan (Pol®, PoiWil, Polres). 

· b. Hubunagn kerja dilaksanakan secara horizontal fungsional dengan tidak menutup 

kemungkinan hubungan yang bersifat diagonal dengan D¢ijlgitiiijl'-m}': 

Oerikut. 

2) Tirtgkat Kan.Wil berhubungan dengan tirtStir Korwas PPNA pada Siitserse 

Polda. 

J) Tirigkat Kantor ldibupaten berhubungan deiigan urtsur PPNS pada Satserse 

Polwil/Polres. 

c. Peiididikan paaa prinSipnya dilaksanakan oleh Subdit Kcirwas PPNS Ditsei'se 

dengan mekanisme pelaksanaannya dapat diatur sebagai berikut : 

l) Disentralisir oleh Subdit Korwas PPNS Wltuk PPNS dari seluruh 

departenieii/iristansi di Pusat riiauj>tin di diWrah, 

2) Dilaksanakan oleh unsur Korwas PPNS pada setiap Polda dengan koordinasi 

dan pengawasan dari Subdit Korwas PPNS Ditserse atau unsur-unsur Korwas 

PPNS pada kesafuan kewilaya.han. 

d. Pertemuanlrapat-rapat berkala dilakukan oleh Subdit Korwas PPNS Ditserse atau 

unsur-unsur Korwas PPNS pada Kesatuan Kewilayahan. 
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BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

I. Pencurian kendaraan bennotor ini termasuk ke dalam delik aduan yang relatif, 

dimana pengaduan dapat diajukan oleh pihak yang dirugikan dan pengaduan 

itu dapat dicabut apabila adanya hal-hal yang baru yang ditemui dalam perkara 

tersebut dimana pengadu dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan. Dikatakan 

dalam delik aduan yang relatif, karena dapat juga peilcurian kendaraan 

bennotor ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian meskipun tidak ada 

pengaduan terhadap kasus-kasus tertentu seperti tertangkap tangan. 

2. Kepolisian adalah instan.si ilegara dalam hal penjaga ketertiban dan keamanan 

umum dan berlaku sebagai penegak hukum di bidang peradilan, dengan 

perincian tugas pokok sebagai berikut : 

a. Sebagai penegak hUkum 

b. Sebagai pengayom 

c. Dan sebagai pembimbing masyarakat. 

J. Pencurian kertdarawaan bermotor dewasa ini nienga.Iami pertiunbuhan dan 

perkembangannya berciri rapi, mempunyai semacam birokrasi sendiri, resisten 

terhadap reaksi sosial dan mampu menebar jaringan kegiatan sedemikian rupa 

sehingga betjartgkauan luas ditarribah dengan suatu kualitas tinggi untuk 
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menghindari upaya-upaya penegakan hukum melalui pelbagai cara 

4. Adapun upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal memberantas 

pencurian kendaraan bennotor di Kota Medan dapat dikategorikan pada 

tindakari dengan menggufutkari riietode pi:everitif fari riletode i:efoimatif. 

B. Saran 

1. Untuk mengatasi masalah pencurian kendaraan bermotor yang berlangsung di 

Kota Medan hendaknya aparat Kepolisian tidak hahya tertuju kepada pemam

pemainnya semata tetapi lebih agresif dengan cara menciduk gembong maupun 

juga penadahnya. 

2. Kepada masyariikat luas hendaknya dapat Iebih bersikap hati-hati daliun hal 

mengawasi kendaraan bermotor miliknya sehingga tidak memberikan 

kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menunaikan niatnya. 

.· 
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